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Abstrak
 

Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia khususnya di pulau Kalimantan

menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan maupun aspek sosio-ekonomi, yang

dapat mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman di wilayah perbatasan

khususnya di wilayah kalimantan, pemerintah sudah membuat kebijakan pengamanan perbatasan yang

dilaksanakan oleh TNI yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan pengamanan

perbatasan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien jika didukung akses langsung menuju perbatasan.

Untuk membantu akses tersebut, Kemhan merencanakan pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan

(JIPP) yang direncanakan menyusuri pilar perbatasan baik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat maupun

Kalimantan Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menganalisis sejauh mana proses implementasi kebijakan

Permenhan Nomor 7 tahun 2018 di lingkungan Kementerian Pertahanan RI selaku pembuat kebijakan dan

TNI/Kementerian terkait selaku pelaksana kebijakan ini. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur

birokrasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendalami

implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jalur Inspeksi dan Patroli

Perbatasan (JIPP) di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia. Data primer diperoleh melalui teknik

wawancara mendalam dan observasi, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelaahan

terhadap naskah-naskah dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasi

permenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkan sosialisasi secara

langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018. Bentuk

koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam pengelolaan JIPP belum

ditetapkan dalam suatu Struktur yang jelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi,

dan sinkronisasi lintas sektor. Dan diperlukan evaluasi terkait pemeliharaan pada pengelolaan JIPP yang

tertuang dalam kebijakan ini, karena JIPP merupakan fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan secara

intensif untuk dapat digunakan secara berkelanjutan.

......As a "front porch" of a country, the Indonesian border region, especially on the island of Borneo, holds

several complex problems both from the aspect of security and socio- economic aspects, which can threaten

the sovereignty of the State of Indonesia. To overcome the threat in the border region, especially in the

Kalimantan region, the government has made border security policies carried out by the TNI in coordination

with relevant ministries and agencies. The border security activities can be carried out efficiently if
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supported by direct access to the border. To assist with this access, the Ministry of Defense plans to develop

a Border Inspection and Border Patrol Line (JIPP) which is planned to follow the border pillars both in the

border areas of West Kalimantan and North Kalimantan.

Based on the description, the researcher wants to analyze the extent to which the implementation process of

Permenhan Number 7 of 2018 in the Indonesian Ministry of Defense as a policy initiator and the TNI /

Ministry is related as the pelaksana of this policy. This observation is done by looking at the factors that

influence the implementation process, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure,

and social, economic, and political environment.

The method used in this study is through a qualitative-descriptive approach to explore the implementation of

the Regulation of Minister of Defense No. 7 of 2018 concerning the Management of Inspection and Border

Patrol Line (JIPP) in the RI-Malaysia land border region. Primary data is obtained through in-depth

interview and observation techniques, while to obtain secondary data a review of documents related to the

object of research is conducted.

Based on the results of the study, it was found that there were various obstacles in the implementation

process of policy implementers, one of which was not getting direct socialization in the form of an

explanation of the policies of Permenhan Number 7 of 2018. Form of coordination between the Indonesian

Ministry of Defense, the TNI and the ministry or Other institutions in the management of JIPP have not yet

been defined in a clear structure, because there are still obstacles in terms of communication, coordination

and cross-sector synchronization. And an evaluation related to maintenance is needed in the management of

JIPP as stated in this policy, because JIPP is a facility that requires intensive maintenance to be used

sustainably.


